
 

 
 

 
 

SALINAN 
 
 
 
 

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI 
BARAT NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN 

SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR SULAWESI BARAT, 

Menimbang   :  a. bahwa  dalam  rangka  optimalisasi  pelaksanaan  pemerintahan 

daerah  dalam  meningkatkan  pelayanan  kepada  masyarakat, 
perlu dilakukan perubahan pada perangkat daerah; 

 

b. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 
2016   tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2019 
tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  daerah  Provinsi  Sulawesi 

Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat sudah tidak sesuai 

dengan kondisi saat ini sehingga, perlu diubah; 
 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf  a  dan  huruf  b,  perlu  membentuk  Peraturan  Daerah 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi 
Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat; 
 

Mengingat     :  1. Pasal  18  ayat  (6)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
 

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4422); 

 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 

Undang-Undang  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaan Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856; 
 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2016 

Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

 

Daerah … 
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Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2019 
Nomor  187,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 

Nomor 6402); 
 

5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 
Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 

2019  Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi 
Barat Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi 

Barat   (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat 

Nomor 95); 
 
 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
SULAWESI BARAT 

 

dan 
 

GUBERNUR SULAWESI BARAT 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan    :  PERATURAN  DAERAH  TENTANG  PERUBAHAN  KEDUA  ATAS 
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 6 
TAHUN   2016   TENTANG   PEMBENTUKAN   DAN   SUSUNAN 

PERANGKAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT. 
 

 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 

Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019  Nomor 6, 
Tambahan  Lembaran  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Barat  Nomor  79),  sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat  (Lembaran 

Daerah  Provinsi  Sulawesi  Barat  Tahun  2019    Nomor  4,  Tambahan  Lembaran 
Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 95), diubah sebagai berikut: 

 

 

1.  Ketentuan angka 11 Pasal 1 diubah dan angka 12 dihapus, sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 

 
Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
 

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Barat. 
 

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. 
 

3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat. 
 

4.  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat. 

 
 
 

 
5. Perangkat … 
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5.  Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD 
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

provinsi. 
 

6.  Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat. 
 

7.  Sekretariat   Dewan   Perwakilan   Rakyat   Daerah   selanjutnya   disingkat 
Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Provinsi Sulawesi Barat. 
 

8.  Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat. 
 

9.  Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat. 
 

10. Badan Daerah adalah Badan Daerah Provinsi Sulawesi Barat. 
 

11. Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah,  yang selanjutnya disingkat  UPTD adalah 

organisasi   yang   melaksanakan   kegiatan   teknis   operasional   dan/atau 
kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas dan Badan Daerah. 

 

12. Dihapus. 
 

13. Cabang Dinas adalah unsur pelaksana dinas yang melaksanakan urusan 
pemerintah yang hanya diotonomikan kepada daerah provinsi yang berada 

di Kabupaten/Kota pada wilayah Provinsi Sulawesi Barat. 
 

2.  Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 4 
 

Perangkat Daerah Provinsi terdiri atas: 
 

a. Sekretariat Daerah Tipe B; 
 

b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe C; 
 

c. Inspektorat Daerah Tipe B; 
 

d. Dinas Daerah terdiri atas: 
 

1. Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Daerah  Provinsi  Tipe  A 
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan 

Kebudayaan; 
 

2. Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Tipe B menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang Kesehatan; 
 

3.  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang Daerah Provinsi  Tipe  B 

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang; 

 

4.  Dinas  Perumahan,   Kawasan   Permukiman,  dan   Pertanahan  Daerah 

Provinsi Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 
Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan; 

 

5. Dinas Sosial Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan 
pemerintahan bidang Sosial; 

 

6.  Dinas Tenaga Kerja Daerah Provinsi Tipe B menyelenggarakan urusan 
pemerintahan bidang Tenaga Kerja; 

 

7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Tipe A 
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan 

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana; 

 

8.  Dinas  Ketahanan  Pangan  Daerah  Provinsi  Tipe  B  menyelenggarakan 
urusan pemerintahan bidang Ketahanan Pangan; 

 

 

9. Dinas … 
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9. Dinas Lingkungan Hidup Daerah Tipe B menyelenggarakan urusan 
pemerintahan bidang Lingkungan Hidup; 

 

10. Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Daerah  Provinsi  Tipe  B 
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil; 
 

11. Dinas   Pemberdayaan   Masyarakat   Desa   Daerah   Provinsi   Tipe   A 

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan 
Masyarakat Desa; 

 

12. Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Tipe B menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang Perhubungan; 
 

13. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah Provinsi 

Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, 
Informatika, Statistik dan Persandian; 

 

14. Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Daerah 
Provinsi sebagai dinas yang memiliki struktur organisasi khusus (Non 
Tipe); 

 

15. Dinas    Kepemudaan    dan    Olahraga    Daerah    Provinsi    Tipe    B 
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan 

Olahraga; 
 

16. Dinas    Perpustakaan    dan    Kearsipan    Daerah    Provinsi    Tipe    A 

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan 
Kearsipan; 

 

17. Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan 

urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan; 
 

18. Dinas  Pariwisata  Daerah  Provinsi  Tipe  A  menyelenggarakan  urusan 

pemerintahan bidang pariwisata; 
 

19. Dinas  Tanaman  Pangan,  Hortikultura  dan  Peternakan  Daerah  Tipe  A 

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian; 
 

20. Dinas Kehutanan Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan 
bidang Kehutanan; 

 

21. Dinas  Energi   dan  Sumber   Daya  Mineral  Daerah  Provinsi   Tipe  A 
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Energi dan Sumber Daya 

Mineral; 
 

22. Dinas  Koperasi  dan  UKM,  Perindustrian  dan  Perdagangan  Tipe  B 

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan UKM, 
Perindustrian dan Perdagangan; 

 

23. Dinas  Transmigrasi Daerah Provinsi  Tipe  A menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang Transmigrasi; 
 

24. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Provinsi 

Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan 
ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan trantibum 

dan sub urusan kebakaran; dan 
 

25. Dinas    Perkebunan    Daerah    Tipe    A    menyelenggarakan    urusan 
pemerintahan bidang Pertanian; 

 

e. Badan Daerah terdiri atas: 
 

1. Badan  Perencanaan  Pembangunan,  Riset  dan  Inovasi  Daerah  Tipe  A 

menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang 
perencanaan Pembangunan, Penelitian,   Pengembangan pengkajian, dan 

penerapan, serta  invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah; 
 
 

2. Badan … 
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2. Badan    Pengelolaan    Keuangan    dan    Pendapatan    Daerah    Tipe    A 
menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang 

Keuangan; 
 

3. Badan  Kepegawaian  Daerah  Provinsi  Tipe  A  menyelenggarakan  fungsi 

penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian; 
 

4. Badan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Daerah  Provinsi  Tipe  B 

menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang 
pendidikan dan pelatihan; 

 

5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Non Tipe sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan tentang Penanggulangan    Bencana; 
 

6. Badan Penghubung Daerah Provinsi merupakan merupakan Badan Daerah 

setingkat Bidang untuk menunjang koordinasi pelaksanaan urusan 
pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat; dan 

 

7. Badan    Kesatuan    Bangsa    dan    Politik    Daerah    Provinsi    Tipe    A 
menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang 
kesatuan bangsa dan politik. 

 

3.  Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 6 
 

(1) Pada Dinas dan Badan Daerah dapat dibentuk UPTD. 
 

(2) Selain  UPTD  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  terdapat  UPTD  di 
bidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah Provinsi   yang 

berbentuk Satuan Pendidikan Formal. 
 

(3) Selain UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat UPTD pada 

Dinas Kesehatan berupa Rumah Sakit Umum Daerah sebagai unit 
organisasi yang memberikan layanan secara profesional. 

 

(4) Rumah Sakit Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) bersifat 

otonom dalam   penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola 
klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum 

Daerah. 
 

(5) Klasifikasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
 

(6) Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD 
diatur dengan Peraturan Gubernur. 

 

4.  Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 9 
 

(1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

huruf e angka 7 merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan 
pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah sebagaimana 

diatur dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan 
urusan pemerintahan umum. 

 

(2) Penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  dibidang  kesatuan  bangsa  dan 

politik sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut 
dalam  Peraturan  Gubernur  tentang  Kedudukan,  Susunan  Organisasi, 

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. 
 

 

5.  Pasal 10 Dihapus 
 
 
 

Pasal II … 
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Pasal II 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan. 
 

Agar  setiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan  pengundangan  Peraturan 
Daerah  ini  dengan  penempatannya  dalam  Lembaran  Daerah  Provinsi  Sulawesi 

Barat. 
 

 

ttd 

ZUDAN ARIF FAKRULLOH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ttd 

MUHAMMAD IDRIS 
 
 
 
 
 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 

Kepala Biro Hukum, 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dr. SUYUTI MARZUKI, S.Pi, M.T, M.Sc 

Pembina Tk. I /(IV/b) 

NIP. 19690820 199903 1 005 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2023 NOMOR 1 
 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT: (1-172/2023) 

Ditetapkan di Mamuju 

pada tanggal 22 September 2023 

Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT, 

Diundangkan di Mamuju 

pada tanggal 22 September 2023 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 

NOMOR 1 TAHUN 2023 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI 
BARAT NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN 

SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 
 

 
 

I.   UMUM 
 

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang 
menadi kewenangan Daerah. 

 

Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan 
prinsip desain organisasi, maka pembentukan Perangkat Daerah didasarkan 

pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata 
kerja yang jelas, fleksibilitas, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah. 
 

Secara   ideal   struktur   organisasi   harus   bersifat   dinamis   sebagai 
konsekuensi dari adaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan internal 

dan   eksternal.   Oleh   karena   itu   penataan   organisasi   perangkat   daerah 
merupakan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat 

untuk menjadikan aparatur daerah menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, 
karena   penataan   organisasi   perangkat   daerah   juga   merupakan   upaya 

pemerintah dalam memaksimalkan kemampuan aparatur guna mengemban visi 
dan misi pemerintah daerah. 

 

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi 
Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi 

Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi 
Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, dibentuk Perangkat Daerah Provinsi 
Sulawesi Barat yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, 24 (dua puluh empat) Dinas Daerah 

termasuk Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, dan 8 (delapan) 
Badan Daerah. Evaluasi Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat 

yang diatur dalam Peraturan Daerah dirasakan belum berjalan secara maksimal 
sehingga diperlukan perubahan kedua sebagai upaya optimalisasi kinerja 

perangkat daerah serta memaksimalkan potensi daerah dalam hal peningkatan 
pendapatan untuk lebih efektif dan efisien. 

 

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 

2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta aturan turunan yang dituangkan 

dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang 
Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi 

dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah 
mengharuskan daerah untuk dilakukan penyesuaian terhadap Sistem Informasi 
Pemerintahan Daerah (SIPD) terkait program, sub kegiatan dan nomenklatur 

perangkat daerah. 
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II.  PASAL DEMI PASAL 

Pasal I 
 

Angka 1 
 

Pasal 1 
 

Cukup jelas 
 

Angka 2 
 

Pasal 4 
 

Huruf a 
 

Cukup jelas 
 

Huruf b 
 

Cukup jelas 
 

Huruf c 
 

Cukup jelas 
 

Huruf d 
 

Angka 1 
 

Cukup jelas 
 

Angka 2 
 

Cukup jelas 
 

Angka 3 
 

Cukup jelas 
 

Angka 4 
 

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah 

digabungkan dalam 1 (satu) urusan pemerintahan yakni 
Pertanahan sehingga berubah nomenklatur menjadi Dinas 

Perumahan,   Kawasan   Permukiman   dan   Pertanahan 
Daerah Tipe B 

 

Angka 5 
 

Cukup jelas 
 

Angka 6 
 

Cukup Jelas 
 

Angka 7 
 

Cukup jelas 
 

Angka 8 
 

Cukup jelas 
 

Angka 9 
 

Cukup jelas 

 
Angka 10 

 

Cukup jelas 
 

Angka 11 
 

Cukup jelas 
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Angka 12 
  

Cukup jelas 

 
Angka 13 

 

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 
Daerah Provinsi Tipe A berubah nomenklatur menjadi Dinas 

Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah 
berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 
5889  Tahun  2021  tentang  Hasil  Verifikasi,  Validasi Dan 

Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan 

Daerah. 
 

Angka 14 
 

Cukup jelas 
 

Angka 15 
 

Cukup jelas 
 

Angka 16 
 

Cukup jelas 
 

Angka 17 
 

Cukup jelas 
 

Angka 18 
 

Cukup jelas 
 

Angka 19 
 

Cukup Jelas 
 

Angka 20 
 

Cukup jelas 
 

Angka 21 
 

Cukup jelas 
 

Angka 22 
 

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM 

Daerah  Provinsi  Tipe  B  berubah  nomenklatur  menjadi 
Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan 

Daerah  berdasarkan  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri 
Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, 

Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, 
Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 
Dan Keuangan Daerah 

 

Angka 23 
 

Cukup jelas 
 

Angka 24 
 

 Cukup jelas 

Angka 24 
 

 Cukup jelas 
Huruf e 

Angka 1 

 Cukup jelas
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Angka 2 

Cukup jelas 

Angka 3 

 Cukup jelas 

Angka 4 

 Cukup jelas 

Angka 5 

 Cukup jelas 

Angka 6 

Cukup jelas 

Angka 7 

Cukup jelas 

Angka 3 

Pasal 6  

Cukup jelas 

Angka 4 

Pasal 9 

Cukup jelas 

Angka 5 

Pasal 10 

Cukup jelas 

Pasal II 

Cukup jelas 
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